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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2009 

TENTANG 
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 
tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 
Pejabat Penyidik Badan Narkotika Nasional; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35 Tahun 
2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5062); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4194);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Pengalihan status Anggota Tentara Nasional 
Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki 
jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  43 Tahun 2002, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4198); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN 
PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah 

Lembaga pemerintah non departemen selain bertugas dalam hal 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika dan prekusor narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan 
bahan adiktif lain. 

2. Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Kepala BNN 
adalah pemimpin BNN yang berwenang mengangkat dan 
memberhentikan Penyidik Badan Narkotika Nasional.    

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut 
Kapolri. 

4. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik 
BNN adalah pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan 


